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ABSTRAK 

 

Analisis Hukum Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP 

Terbaru terhadap Penegakan Hukum di Indonesia 

 

TITHANIA WINDARI RAHMAH 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama 

dalam sistem pidana di Indonesia. Seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan 

politik, KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dinilai tidak lagi 

relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Karena itu, pemerintah menetapkan 

KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa 

berbagai perubahan penting. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

mencakup: bagaimana analisis hukum tindak pidana dalam perspektif KUHP lama 

dan KUHP terbaru, serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana 

menurut keduanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan perbandingan hukum dan perundang-undangan, dengan data diperoleh 

melalui studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam 

konsep tindak pidana dan pemidanaan, dengan menekankan keadilan restoratif, 

menyediakan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan pengawasan, serta 

menerapkan pendekatan yang lebih progresif dibanding KUHP lama. Namun, 

perubahan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait sosialisasi dan 

kesiapan aparat hukum dalam menerapkan sistem baru secara efektif dan adil. 

Kesimpulannya, pergeseran dari KUHP lama ke KUHP baru bertujuan 

menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan 

masyarakat Indonesia. KUHP baru dirancang agar lebih adil, responsif terhadap 

perubahan sosial, serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. 

 

Kata Kunci: KUHP Lama, KUHP Baru, Tindak Pidana, Penegakan Hukum. 
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ABSTRACT 

 

Legal Analysis of Criminal Acts in the Perspective of the Old and New Criminal 

Code (KUHP) on Law Enforcement in Indonesia 

 

TITHANIA WINDARI RAHMAH 

 

The Criminal Code (KUHP) serves as the main legal foundation in Indonesia’s 

criminal law system. As social, economic, and political developments progress, the 

old KUHP—originating from Dutch colonial law—is considered no longer relevant 

to the needs of modern society. Therefore, the government enacted the new KUHP 

through Law Number 1 of 2023, bringing several significant reforms. This study 

addresses two main questions: how criminal acts are analyzed from the perspective 

of both the old and new KUHP, and how law enforcement is applied under both 

codes. The research uses a normative legal method with a comparative approach 

to legislation and statutory law. Data were obtained through literature studies, 

including books, academic journals, and relevant legal regulations. The findings 

show that the new KUHP introduces substantial changes in the concept of criminal 

acts and sentencing. It emphasizes restorative justice, provides alternative 

punishments such as community service and supervision, and applies a more 

progressive approach compared to the old KUHP. However, these changes also 

present challenges, especially regarding public dissemination and the readiness of 

law enforcement officers to implement the new system effectively and fairly. In 

conclusion, the shift from the old KUHP to the new one aims to build a criminal 

law system that better reflects the development of Indonesian society. The new 

KUHP is designed to be fairer, more socially responsive, and aligned with values 

that live within the community. 

 

Keywords: Old KUHP, New KUHP, Criminal Acts, Law Enforcement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum adalah pedoman yang mengatur kehidupan manusia dan memiliki 

peran penting dalam mencapai ketentraman masyarakat. Karena itu, terdapat 

adagium ibi societes ibi ius, yang menunjukkan bahwa hukum ada karena adanya 

masyarakat dan hubungan antara individu. Hubungan antara individu dalam 

masyarakat adalah hal yang mendasar, sesuai dengan kodrat manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk mengatur hubungan-hubungan 

hukum dalam masyarakat, diperlukan kodifikasi hukum yang bertujuan 

menciptakan kepastian hukum dan menjaga nilai keadilan dalam hukum tersebut, 

yang di mana menjadi sumber pertimbangan bagi hukum di Indonesia, salah 

satunya hukum pidana. 
1
 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, seperti yang telah 

tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945. Di Indonesia, terdapat dua jenis 

hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis 

adalah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif 

seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang (UU), 

Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
2
 

 

 

 

 

1 Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), (2017), hlm. 13. 
2 Edi Kristianta Tarigan, “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru,” Jurnal 

Warta Dharmawangsa, (2024), hlm. 590. 
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Hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana dan untuk menyelesaikan asus yang telah terjadi. Dalam hal ini, 

hukum pidana berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan bagi 

mereka yang terbukti bersalah melalui proses pengadilan, dengan memberikan 

sanksi yang sesuai kepada pelaku. Sanksi pidana menjadi elemen krusial dalam 

sistem peradilan pidana, karena ia berfungsi untuk menentukan keputusan yang adil 

terhadap pelanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

yang telah berlaku sejak 1 Januari 1918, terdapat dua kategori sanksi, yaitu sanksi 

pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Seiring waktu, telah terjadi berbagai 

perubahan dalam ketentuan sanksi pidana ini, termasuk yang tercantum dalam 

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023. 
3
 

Hukum Pidana, yang dikenal dengan sanksi yang tegas dan keras, memiliki 

fungsi yang disebut sebagai subsider. Ini berarti bahwa hukum pidana hanya 

diterapkan ketika fungsi hukum lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

penegakan hukum, sehingga menjadi pilihan yang terakhir untuk menegakkan 

keadilan. Oleh karena itu, sering kali Hukum Pidana diidentifikasi sebagai ultimum 

remedium 
4
 yang dalam istilah hukum mengacu pada penerapan sanksi pidana yang 

dianggap sebagai langkah terakhir dalam proses penegakan hukum. Konsep ini 

menegaskan pentingnya menggunakan pendekatan hukum lainnya sebelum beralih 

ke sanksi pidana. Secara umum, ketentuan dan tata cara penerapan sanksi pidana 

 

 

 

3 Rachman Priyanto, “Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada 

Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana,” Jurnal Solusi, (2023), hlm. 199. 
4 Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia," Perpustakaan Nasional, 2017, hlm. 

90. 
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ini diatur dengan rinci dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), 

yang menjadi acuan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
5
 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang lebih dikenal dengan singkatan 

KUHP, merupakan undang-undang yang paling relevan dan memiliki hubungan 

langsung dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. KUHP Indonesia ini adalah 

hasil kodifikasi dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda (Wetbook Van 

Strafrecht), yang telah digunakan di Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, 

seiring berjalannya waktu dan dengan pesatnya perkembangan teknologi serta 

perubahan sosial, KUHP yang ada saat ini mulai dianggap tidak lagi sejalan dengan 

kebutuhan dan dinamika masyarakat modern. Pada Seminar Nasional 1 yang 

berlangsung pada tahun 1963, muncul desakan kuat untuk segera menyusun Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana Nasional yang baru dalam waktu yang secepat 

mungkin. 
6
 

Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam sistem 

peradilan pidananya, terutama dengan diberlakukannya Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tanggal 1 Januari 2023. KUHP baru ini 

menggantikan KUHP lama yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda, 

mencerminkan suatu langkah maju yang diperlukan untuk menyesuaikan hukum 

dengan dinamika dan perkembangan masyarakat modern. Perubahan ini tidak 

hanya bertujuan untuk memperbarui isi dan ketentuan yang terdapat dalam KUHP 

lama, tetapi juga untuk memperkuat dan mampu memberikan efektifitas sistem 

 

5 Fitri Wahyuni, Ibid, hlm. 140. 
6 Albert Aries., “Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru”, Rajawali 

Pers, Depok, hlm. 2. 
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peradilan pidana di Indonesia, sehingga lebih mampu memberikan keadilan bagi 

seluruh warga negara. Sejak zaman kolonial, Indonesia telah mengadopsi KUHP 

sebagai dasar hukum pidana yang berlaku. Namun, setelah lebih dari satu abad, 

KUHP tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat saat ini, sehingga perubahan yang signifikan ini sangat diperlukan. 
7
 

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, di perlukan 3 alasan mendasar. 

Pertama, dari segi politik, Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan seharusnya 

memiliki KUHP yang dihasilkan dari pemikiran dan kebutuhan sendiri, karena 

menggunakan KUHP dari negara lain dapat dianggap sebagai simbol dari 

penjajahan yang berkelanjutan. Kedua, secara sosiologis, pembuatan KUHP yang 

orisinal merupakan refleksi dari identitas suatu bangsa, di mana nilai-nilai sosial 

dan budaya masyarakat harus diintegrasikan ke dalam perundang-undangan. Tolak 

ukur untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan juga perlu selaras dengan nilai dan 

pandangan kolektif masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, dan 

bermanfaat. Ketiga, alasan praktis menyebutkan bahwa KUHP yang ada saat ini 

masih menggunakan bahasa Belanda tanpa adanya terjemahan resmi dalam bahasa 

Indonesia, sehingga untuk memahami teks aslinya, masyarakat harus menguasai 

bahasa Belanda. Hal ini tidak seharusnya terjadi di negara yang telah merdeka, yang 

seharusnya memiliki KUHP yang dibuat dengan bahasa dan konteksnya sendiri. 

Dengan latar belakang tersebut, pada tanggal 2 Januari 2023, R-KUHP 

disahkan melalui pengeluaran Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab 

 

7 Edi Kristianta Tarigan, , Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih , Boby Daniel Simatupang, 

“Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru”, Jurnal Dharmawangsa, ( 2024), 
hlm. 1-2. 
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Undang - Undang Hukum Pidana. Pengesahan undang-undang ini merupakan 

langkah penting untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan 

pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Ini juga menjadi wujud 

penyesuaian dengan politik hukum, kondisi, serta perkembangan dalam kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 
8
 

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang 

Hukum Pidana ini akan mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkan, yang berarti akan berlaku tiga tahun setelah 2 Januari 2023. Dengan 

disahkannya KUHP melalui undang-undang ini, secara bersamaan juga 

menggantikan Wetboek van Strafrecht, atau yang lebih dikenal sebagai Kitab 

Undang - Undang Hukum Pidana, yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penggantian ini diharapkan 

dapat menghadirkan sistem hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. 
9
 

Pola penyusunan aturan peralihan dalam KUHP Baru didasarkan pada prinsip 

keseimbangan yang mengutamakan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 

membuka kemungkinan untuk menerapkan aturan yang berlaku surut. Pengaturan 

tentang aturan peralihan di Pasal 3 KUHP Nasional yang baru telah diperluas, 

menunjukkan adanya kemajuan dan upaya untuk menyempurnakan sistem hukum. 

Inti dari KUHP Baru adalah mendukung prinsip retroaktivitas, yaitu penerapan 

 

8 Nafi Mubarok, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong 

Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan,” Jurnal Pemikiran Dan 

Pembaharuan Hukum Islam, (2024), hlm. 31. 
9 Nafi Mubarok, Ibid, hlm. 31. 
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aturan yang lebih menguntungkan ketika terjadi perubahan undang-undang. Prinsip 

ini tidak hanya berlaku untuk tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim yang 

sah, tetapi juga untuk terpidana setelah putusan tersebut, yang menunjukkan adanya 

perbaikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya yang hanya terbatas pada 

keadaan terdakwa. 
10

 

KUHP Baru memiliki tiga kriteria utama yang dianggap "paling 

menguntungkan" dalam penerapan aturan peralihan. Pertama, jika terdapat 

perubahan dalam undang-undang setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka 

atau terdakwa, maka undang-undang baru akan diterapkan jika lebih 

menguntungkan bagi mereka. Sebaliknya, jika undang-undang lama lebih 

menguntungkan, maka yang digunakan adalah undang-undang tersebut. Kedua, 

jika seseorang telah dijatuhi hukuman dan putusannya sudah sah, tetapi tindakan 

yang dilakukan kini tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut undang- 

undang baru, maka putusan tersebut akan dibatalkan dan terpidana akan dibebaskan 

dari hukumannya. Ketiga, jika ancaman pidana dalam undang-undang baru lebih 

ringan dibandingkan yang lama, maka sanksi yang telah dijatuhkan kepada 

terpidana akan disesuaikan dengan sanksi dalam undang-undang baru yang lebih 

ringan. 
11

 

Dalam penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa semua tindak pidana, baik 

yang ringan maupun yang berat, telah diatur oleh KUHP lama Indonesia. KUHP ini 

mengatur berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran mulai dari yang paling 

 

10 Daniel Hasudungan Nainggolan and Ade Adhari, “Perkembangan Aturan Peralihan Dari 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 

Baru Sebagai Wujud Pembaharuan,” Jurnal UNES Law Review,(2023), hlm. 5245. 
11 Ibid, hlm. 5246. 



7 
 

 

 

 

 

 

sederhana hingga yang sangat serius. Selain itu, setiap tindak pidana yang diatur 

dalam KUHP lama juga memiliki sistem pemidanaan atau ancaman hukuman yang 

bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelakunya. 

Sejak disahkannya KUHP baru pada tahun 2023, meskipun penerapannya baru 

akan dimulai pada tahun 2026, tujuan utamanya yaitu untuk memperbarui dan 

memperkuat sistem hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan 

perkembangan dan tantangan zaman modern. 

Ada beberapa perubahan penting dalam KUHP baru, seperti penghapusan 

beberapa tindak pidana yang dianggap tidak relevan lagi dan revisi terhadap jenis- 

jenis sanksi. Perubahan ini mencerminkan pandangan hukum yang lebih progresif 

dan modern. Namun, beberapa ketentuan tetap dipertahankan dari KUHP lama, 

seperti hukuman untuk kejahatan korupsi dan narkotika, di mana sanksi yang 

diberikan tidak banyak berubah. 

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Analisis Hukum Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP 

Lama dan KUHP Terbaru Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditetapkanlah perumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana analisis hukum tindak pidana dalam perspektif KUHP lama 

dan KUHP terbaru? 
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2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana berdasarkan KUHP 

Lama dan KUHP terbaru di Indonesia ? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis perbandingan antara konsep 

tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) 

lama dan yang ada dalam KUHP baru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

dengan lebih mendalam sejauh mana perubahan-perubahan yang dilakukan dalam 

KUHP baru dapat dianggap sejalan dengan perkembangan masyarakat serta 

kebutuhan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Dengan menelaah perubahan- 

perubahan mendasar yang terjadi dalam perumusan tindak pidana, fokus utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan-perbedaan 

tersebut dapat memengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia, baik dari sudut 

pandang teoritis maupun praktis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai implikasi hukum dari perubahan tersebut. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut: 

 

a. Menganalisis dan mengidentifikasi perbedaan mendasar antara konsep 

tindak pidana dalam KUHP lama dan KUHP terbaru, serta dampaknya 

terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

b. Menilai sejauh mana KUHP terbaru dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat modern dan perkembangan sosial dibandingkan dengan 

KUHP yang lama. 
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c. Memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan guna 

memperbaiki sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk saran 

mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperbaharui. 

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang 

hukum pidana, dan menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Manfaat secara praktis yaitu dengan memahami perbedaan antara KUHP 

lama dan KUHP baru, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka 

terhadap hak dan kewajiban hukum, serta menyadari pentingnya 

penegakan hukum yang adil dan transparan. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah dasar dalam penulisan yang berisi istilah-istilah 

penting. Agar tidak terjadi salah tafsir dan memudahkan pemahaman ,
12

 berikut 

akan dijelaskan batasan dan pengertian istilah-istilah yang terkait dengan judul 

skripsi. 

Adapun istilah dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: 

 

1. Analisis hukum merupakan proses menguraikan suatu permasalahan hukum 

untuk memahami dan menjelaskan bagian-bagian penting dari suatu 

peristiwa hukum secara logis dan menyeluruh. Dalam melakukan analisis, 

 

12 Sulistyawati, “Metode Penelitian Kualitatif.” K.Media Jogja, (2023), hlm. 104. 
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seorang penulis hukum harus mampu mengidentifikasi kekuatan (strengths) 

dari kasus yang dibahas, seperti fakta hukum yang kuat atau norma hukum 

yang mendukung, serta kelemahan (weaknesses) yang mungkin 

melemahkan argumen. Selain itu, analisis hukum juga mencakup pencarian 

peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dapat memengaruhi 

posisi hukum dalam suatu kasus. 
13

 

2. Tindak pidana, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai strafbaar feit, pada 

dasarnya merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai 

sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Larangan ini bukan sekadar imbauan 

biasa, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena disertai 

dengan ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukuman 

tersebut bisa berupa pidana penjara, denda, atau bentuk pidana lainnya yang 

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika 

seseorang melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori ini, maka ia 

dianggap telah melanggar hukum dan berhak untuk diproses serta diberikan 

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
14

 

3. KUHP Lama adalah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

berlaku di Indonesia sebelum dilakukan revisi adalah warisan dari hukum 

kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia sejak era Hindia Belanda. 

 

 

 

 

 

 

13 Fajlurrahman Jurdi, “ Logika Hukum.”, Kencana, (2019), hlm 187. 
14 Yasmirah Mandasari, “Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia”, 

Cv Tungga Esti, (2022), hlm. 95. 
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Dalam konteks ini, KUHP Lama perlu dipahami sebagai sistem hukum yang 

telah lama digunakan dan memiliki berbagai praktik penegakan hukum.
15

 

4. KUHP Terbaru adalah KUHP baru Indonesia merupakan hasil dari proses 

 

pembentukan undang-undang yang panjang dan melibatkan banyak pihak. 

Proses ini dimulai sejak awal 1960-an dan melalui berbagai tahap 

konsultasi, diskusi, serta perdebatan hingga akhirnya disahkan pada tahun 

2022. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama dengan 

menyesuaikan nilai-nilai hukum yang lebih relevan dengan budaya lokal, 

hak asasi manusia, dan perkembangan hukum internasional. 
16

 

5. Perspektif merupakan cara seseorang dalam memandang atau menilai suatu 

permasalahan atau keadaan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Dalam 

konteks berpikir kritis, memahami suatu isu dari berbagai perspektif 

sangatlah penting. Dengan mempertimbangkan beragam sudut pandang, 

kita tidak hanya melihat satu sisi dari permasalahan, tetapi juga 

mendapatkan gambaran yang lebih luas dan menyeluruh. Pendekatan ini 

membantu kita untuk berpikir secara terbuka dan tidak terpaku pada satu 

cara pandang saja. Artinya, kita dapat menghindari sikap yang sempit atau 

kecenderungan untuk bias. Ketika seseorang mampu menempatkan diri 

 

 

 

 

 

 

15 Andi, “Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia”, Jurnal Warta Edisi : 

52, (2017), hlm. 5. 
16 Rizki Yudha Bramantyo, “Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp 

Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana,”, Jurnal Transparansi Hukum, 

(2024), hlm. 62. 
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pada berbagai perspektif, maka kemampuan analisis dan pemahamannya 

terhadap suatu isu akan lebih matang dan mendalam. 
17

 

6. Penegakan Hukum adalah proses penerapan hukum oleh otoritas yang 

 

berwenang di masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa hukum 

tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh setiap individu. Proses ini melibatkan 

aparat keamanan dan lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelidiki 

serta memproses pelanggaran hukum, serta memberikan sanksi kepada 

mereka yang terbukti bersalah. 
18

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Berikut ini merupakan studi-studi terdahulu yang relevan untuk dijadikan 

sebagai perbandingan : 

No. JUDUL PENULIS TAHUN HASIL 

 

PENELITIAN 

1. Perkembangan Aturan 

Peralihan Dari Kitab 

Undang - Undang 

Hukum Pidana Lama 

Ke  Kitab  Undang  - 

Undang Hukum Pidana 

Daniel 

Hasudungan 

Nainggolan, 

Ade Adhari 

2023 Kebijakan Hukum 

Pidana  dalam 

Mengatur Aturan 

Peralihan Pada 

KUHP Lama, 

Pembahuruan 

 

 

 

 

17 Yayan Sopyan, “ Mempraktikkan Metode Socrates, Panduan Praktis Berpikir dan Bersikap 

Kritis.”, Kutahu, (2023), hlm. 8. 
18 Annisa, “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor Dan Tahapnya,” fakultas hukum umsu, 

2023, https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/, di akses 9 

Oktober 2024. 
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 Nasional Baru Sebagai 

Wujud Pembaharuan. 

  Kebijakan Hukum 

Pidana 

2. Studi Perbandingan 

Alasan Penghapusan 

Pidana Menurut Kitab 

Undang - Undang 

Hukum Pidana 

(KUHP) dan Hukum 

Pidana Islam Dalam 

Rangka Pembaharuan 

Hukum Pidana 

Nasional. 

M. Maulana 

Firdaus, Ira 

Alia 

Maerani 

2020 Persamaan dan 

perbedaan   alasan 

penghapus  pidana 

menurut    Kitab 

Undang-Undang 

Hukum Pidana ( 

KUHP ) dan Hukum 

pidana Islam. 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu jenis tindak pidana, 

yaitu pembunuhan hewan, serta pada pembaruan hukum, penerapan peraturan baru, 

dan alasan penghapusan pidana dalam KUHP lama dan baru. Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih menekankan pada analisis 

perbandingan dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini dapat 

mengisi kekosongan yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang cara implementasi perubahan tersebut dalam praktik hukum dan 

penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu 

menjelaskan tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan KUHP baru 

dalam konteks hukum yang berlaku. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan 

mengkaji KUHP lama dan KUHP baru, serta dampaknya terhadap penegakan 

hukum di Indonesia. Penelitian normatif ini berfokus pada analisis teks hukum dan 

prinsip-prinsip yang mendasari perubahan dalam sistem hukum pidana di 

Indonesia. 

2. Sumber Data 

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai 

literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal-jurnal akademik, serta hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik hukum pidana, 

perbandingan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Sumber-sumber ini 

digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis terhadap perubahan- 

perubahan hukum yang terjadi, serta memberikan sudut pandang akademis yang 

lebih luas dalam memahami dampak perubahan tersebut. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

cara : 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Peneliti 

akan mempelajari dan mengkaji dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal, 

buku, dan literatur hukum yang relevan. Peneliti juga akan membandingkan 

peraturan KUHP lama dan KUHP baru secara sistematis untuk mengidentifikasi 
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perubahan yang signifikan. Studi pustaka ini menjadi penting untuk memastikan 

bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada sumber-sumber yang akurat dan 

terpercaya. 

4. Analisis Data 

 

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. 

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan signifikan dalam konsep 

tindak pidana antara KUHP lama dan KUHP baru. Berdasarkan jenis data, sumber 

data dan metode pengolahan data yang digunakan, penelitian ini akan berfokus pada 

bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi penegakan hukum pidana di 

Indonesia. Di samping itu, peneliti juga akan melakukan penilaian mendalam untuk 

menentukan sejauh mana perubahan ini sejalan dengan perkembangan masyarakat 

serta konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. 

H.  Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas hal – hal mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, 

review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dibahas hal – hal mengenai tinjauan hukum tindak pidana, 

perkembangan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di indonesia, 

penegakan hukum di indonesia. 
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BAB III PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas terkait dengan permasalahan yang bertujuan Untuk 

mengetahui tentang analisis hukum tindak pidana dalam perspektif KUHP lama 

dan KUHP terbaru dan penegakan hukum terhadap tindak pidana berdasarkan 

KUHP lama dan KUHP terbaru di Indonesia. 

BAB IV PENUTUP 

 

Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian 

yang dilakukan. 
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